SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mengenai
ketentuan sanksi penundaan Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Nomor 146
Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Pacitan, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
146 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Pacitan;

[y

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Mengingat :



10.

11.

12.

13.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1639);



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 3};

16. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 146);

17. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor
65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 146 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PACITAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 146),
diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

()

Pasal 20

PNS yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara tepat waktu ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan
pelaporan dilaksanakan.

PD yang belum melaporkan Laporan Gratifikasi, Laporan Barang
Milik Daerah, Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, dan
Laporan Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan tanggal 10
bulan berikutnya, ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan
pelaporan dilaksanakan.

ASN vyang masih terdapat kewajiban terhadap Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditunda pembayaran
TPPnya sampai dengan diselesaikannya kewajiban dimaksud.

ASN yang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,
dihentikan pembayaran TPPnya sampai dengan selesainya masa
hukuman disiplin.

Untuk TPP kondisi kerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,
ditunda pembayarannya apabila realisasi triwulan tidak tercapai.



(6) Dalam hal terdapat ASN yang belum menyelesaikan penilaian kinerja
individu dan melakukan pengukuran kinerja, maka pencairan TPP
prestasi kerja ASN yang bersangkutan ditunda penerimaannya
sampai dengan pelaporan dilaksanakan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25- 4 - 2025

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 4 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd
HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 25

. 1

engan aslinya
Hukum,
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